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BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1 Objek Penelitian 
Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan 
yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong dengan 
periode 2013-2017. Periode penelitian ini adalah 5 tahun dan setiap tahun terbagi 
menjadi 12 masa pajak, sehingga berjumlah 60 data observasi. Dari 60 data, 
terdapat 28 periode masa pajak dimana KPP Pratama Serpong tidak menerbitkan 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan (SKPKBT) sehingga menjadi 32 data observasi dan terdapat 1 
periode masa dimana KPP Pratama Serpong tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak 
(STP). Sehingga hasil akhir sampel ini berjumlah 31 data observasi dengan periode 
penelitian selama 5 tahun yaitu periode tahun 2013-2017 yang terdiri atas realisasi 
penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, target penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 25/29 Badan, jumlah SPT PPh 25/29 Badan yang dilaporkan 
tepat waktu, jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar, nominal Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
(SKPKBT) yang diterbitkan oleh KPP Pratama serpong, nominal Surat Tagihan 
Pajak (STP) yang diterbitkan dan nomimal realisasi Surat Tagihan Pajak (STP). 
       Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong beralamat di Jalan Raya 
Serpong Sektor VII Blok 405 No. 4 BSD Tangerang dan bersebelahan dengan 
kantor Samsat Serpong.Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
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Serpong berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 
tanggal 17 Oktober 2014 yaitu Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, dan 
Kecamatan Setu. 
 
4.2 Analisis dan Pembahasan 
4.2.1 Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi mengenai range, 
minimum, maximum, mean, dan standard deviation untuk variabel Penerimaan 
Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan (PPP), Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 
Badan (KWP), Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan (PWP), Pemeriksaan 
Pajak (PMP), dan Penagihan Pajak (PNP). Berikut merupakan hasil uji statistik 
deskriptif: 
Tabel 4.1 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 
       Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.1, nilai minimum dari 
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan (PPP) sebagai variabel dependen 
adalah 30,8098 yang terjadi pada bulan Juli 2017 dan nilai maximum-nya adalah 
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sebesar 1293,1108 yang terjadi pada bulan April 2013. Sementara selisih antara 
nilai maximum dan minimum (range) adalah sebesar 1262,3010. Nilai rata-rata 
(mean) dari penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan adalah 166,149277 
dengan nilai standar deviasi sebesar 228,6000637. Nilai rata-rata sebesar 166,3% 
tersebut berarti menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 
25/29 Badan selama periode tahun 2013-2017 yang diterima KPP Pratama Serpong 
telah melebihi target sebesar 66,3% dari yang telah ditentukan. 
       Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (KWP) sebagai variabel 
independen yang menggambarkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam 
menyampaikan SPT tepat waktu setiap bulannya dibagi dengan jumlah Wajib Pajak 
efektif memiliki nilai minimum sebesar 7,7106 yang terjadi pada bulan Juni 2016 
dan nilai maximum sebesar 18,5394 yang terjadi pada bulan Maret 2013, sedangkan 
selisih antara nilai maximum dan minimum (range) yaitu sebesar 10,8288. Nilai 
rata-rata (mean) dari kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah 10,583797 yang 
menunjukan selama periode 2013-2017, Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT 
PPh Pasal 25/29 Badan tepat waktu sebesar 10,58% dengan standard deviasi 
sebesar 3,2911288. 
       Variabel Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan (PWP) sebagai variabel 
independen yang menggambarkan perubahan jumlah Wajib Pajak Badan setiap 
bulannya memiliki nilai minimum sebesar 0,4336 yang terjadi pada bulan Juli  2016 
dan nilai maximum sebesar 1,3268 yang terjadi pada bulan April 2014, sedangkan 
selisih antara nilai maximum dan minimum (range) sebesar 0,8932. Nilai rata-rata 
(mean) dari pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan adalah 0,784400 yang 
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menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan jumlah Wajib Pajak 0,78% dengan 
standar deviasi sebesar 0,1948192.  
       Variabel Pemeriksaan Pajak (PMP) sebagai variabel independen yang 
menggambarkan jumlah nominal SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh KPP 
Pratama Serpong perbulannya dibagi dengan jumlah PPh Pasal 25/29 Badan yang 
diterima setiap bulannya memiliki nilai minimum yaitu sebesar 0,0015 yang terjadi 
pada bulan September 2017 dengan nilai maximum yaitu sebesar 34,3509 yang 
terjadi pada bulan Februari 2013, serta selisih antara nilai maximum dan minimum 
(range) yaitu 34,3494. Nilai rata-rata (mean) dari variabel pemeriksaan pajak 
adalah 4,390965 dengan nilai standar deviasi sebesar 8,4387234. Nilai rata-rata 
tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pelaksanaan pemeriksaan memberikan 
kontribusi sebesar 4,39% terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 
Badan. 
       Variabel Penagihan Pajak (PNP) sebagai variabel independen yang 
menunjukkan perbandingan jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih setiap 
bulan dengan jumlah tunggakan pajak yang diterbitkan dalam satu bulan memiliki 
nilai minimum sebesar 0,2806 yang terjadi pada bulan September 2015 dan nilai 
maximum sebesar 2881,0643 yang terjadi pada bulan Juni 2017, sedangkan selisih 
antara nilai maximum dan minimum (range) sebesar 2880,7837. Nilai rata-rata 
(mean) dari penagihan pajak sebesar 275,436729 yang menunjukkan rata-rata 
tertagihnya tunggakan pajak selama periode 2013-2017 yang diterbitkan sebesar 
275,44%. dengan standard deviasi sebesar 605,0397685.  
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4.2.2 Uji Normalitas 
Hasil uji normalitas data dengan menggunakan metode uji statistik Non Parametic 
One Sample Kolmogorov-Smirnov Test adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 4.2 
Hasil Uji Normalitas 
 
       Hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov yang ditunjukkan pada Tabel 4.2 
menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,971 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,302.  Melalui hasil uji ini, dapat dinyatakan bahwa data residual yang 
sedang diuji berdistribusi secara normal karena nilai signifikansi dari uji ini lebih 
besar dari nilai signifikansi 0,05.  
 
4.2.3 Uji Asumsi Klasik 
4.3.2.1 Uji Multikolonieritas 
Uji multikolonieritas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 
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adalah yang seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen yang 
dapat dilihat dari nilai tolerance diatas 0,1 atau Variance Inflation Factor (VIF) 
dibawah 10. Berikut ini merupakan hasil dari uji multikolonieritas: 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Multikolonieritas 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Berdasarkan hasil uji multikolonieritas yang ditampilkan pada Tabel 4.3 
terlihat bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance yang lebih 
besar dari 0,10 serta nilai dari Variance Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10, 
sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel 
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (KWP), Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak 
Badan (PWP), Pemeriksaan Pajak (PMP), dan Penagihan Pajak (PNP) dalam model 
regresi ini.  
 
4.3.2.2 Uji Autokorelasi 
Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 
terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periode t-1 (periode sebelumnya). Model regresi yang baik adalah 
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regresi yang tidak terjadi autokorelasi. Berikut merupakan hasil uji autokorelasi 
dengan Durbin-Watson (DW test): 
 Tabel 4.4 
Hasil Uji Autokorelasi 
 
        Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang ditunjukkan pada Tabel 4.4, terlihat 
bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,262. Berdasarkan tabel Durbin Watson 
dengan nilai signifikansi 0,05 yang dapat dilihat pada Lampiran 8, diketahui bahwa 
jika jumlah observasi yang digunakan n=31 dan variabel independen pada 
penelitian ini sebanyak 4 variabel independen (k=4), maka didapati nilai du sebesar 
1,735. Hasil uji Durbin-Watson senilai 2,262 lebih besar dibandingkan nilai du dan 
lebih rendah dari 4-du atau (4-1,735) yaitu 2,265. Berdasarkan tabel pengambilan 
keputusan hasil Durbin-Watson hasil penelitian ini berada dalam kondisi du < d < 
4-du atau 1,735 < 2,262 < 2,265, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak 
terjadi autokorelasi dalam model regresi ini. 
 
4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
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lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam 
mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dalam model regresi yaitu dengan 
menggunakan Grafik scatterplot. Berikut merupakan hasil dari uji 
heteroskedastisitas: 
Gambar 4.1 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
       Berdasarkan grafik scatterplot pada Gambar 4.1, terlihat bahwa titik-titik tidak 
membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 
menyempit) dan membentuk pola yang tidak jelas serta titik-titik menyebar diatas 
dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa tidak 
terjadi adanya heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini. 
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4.2.4 Uji Hipotesis 
4.2.4.1 Uji Koefisien Korelasi 
Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear 
antara dua variabel. Berikut adalah hasil dari uji koefisien korelasi: 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 
 
       Berdasarkan Tabel 4.5, nilai koefisien korelasi (R) dalam penelitian ini sebesar 
0,556 atau 55,6%. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel 
independen yaitu Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (KWP), Pertumbuhan 
Jumlah Wajib Pajak Badan (PWP), Pemeriksaan Pajak (PMP), dan Penagihan Pajak 
(PNP) dengan variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 
Badan (PPP) memiliki korelasi sedang karena nilai koefisien korelasi berada 
diantara 0,40-0,599. 
 
4.2.4.2 Uji Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam 
menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan Tabel 4.5, nilai Adjusted R 
Square sebesar 0,203 atau 20,3% yang menunjukkan bahwa variabel independen 
yaitu Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (KWP), Pertumbuhan Jumlah Wajib 
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Pajak Badan (PWP), Pemeriksaan Pajak (PMP), dan Penagihan Pajak (PNP) dapat 
menjelaskan variabel independen yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 
Badan (PPP) sebesar 20,3% dan sisanya sebesar 79,7% dipengaruhi oleh variabel 
lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. Nilai Standard Error of Estimate (SEE) 
sebesar 204,0759576 yang dapat diartikan semakin kecil nilai Standard Error of 
Estimate (SSE) akan membuat model regresi dalam penelitian ini semakin tepat 
dalam memprediksi variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan 
(PPP). 
 
4.2.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji statistik F) 
Uji statistik F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen 
atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh 
secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Berikut 
merupakan hasil uji statistik F: 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 
 
       Berdasarkan Tabel 4.6, dapat diketahui bahwa nilai F sebesar 2,911 dengan 
tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,041. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 
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penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan.  Untuk mengukur signifikansi 
ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksirkan nilai aktual dapat diukur 
dengan menggunakan goodness of fit yaitu dengan membandingkan antara nilai F 
hitung dengan nilai F tabel.  
       Dalam penelitian ini, nilai dari degree of freedom (df) adalah α = 0,05, 
 df regresi = 4, dan df residual = 26 yang memiliki arti n1=k=4 dan n2=n-k-1 = 26 
(31-4-1), sehingga didapatkan F tabel sebesar 2,74 (Lampiran 9). Nilai F hitung > 
F tabel yaitu 2,74 > 2,54. Dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima.  
Berdasarkan Tabel 4.6, nilai signifikansi uji F yang didapatkan dibawah 0,05 atau 
sebesar 0,041,  maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 
Badan (KWP), Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan (PWP), Pemeriksaan 
Pajak (PMP), dan Penagihan Pajak (PNP) secara simultan memiliki pengaruh 
signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan (PPP) dan 
model regresi dapat digunakan dalam memprediksi variabel dependen.  
      Hasil penelitian ini mendukung kesimpulan dari penelitian Migang dan 
Dirmayani (2017) yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan, 
pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh simultan terhadap 
penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, serta penelitian dari Putra dan 
Hapsari (2015) yang menyatakan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan 
jumlah Wajib Pajak Badan dan kepatuhan Wajib Pajak Badan mempunyai 
pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25. 
 
 
 96 
 
4.2.4.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 
Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 
independen secara invidual atau parsial dalam menerangkan variasi variabel 
dependen. Pengambilan keputusan dalam uji ini adalah membandingkan antara 
nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t dari hasil 
perhitungan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai t dari tabel (t hasil 
> t tabel), maka menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual 
atau parsial mempengaruhi variabel dependen. Berikut ini merupakan hasil uji 
statistik t: 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Statistik t 
 
 
      Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diperoleh suatu persamaan regresi yang digunakan 
dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  
 
 
 
Keterangan: 
PPP : Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan 
KWP : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
PPP = -323,197 + 15,903 KWP + 452,309 PWP – 7,152 PMP – 0,009 PNP 
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PWP : Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan 
PMP : Pemeriksaan Pajak 
PNP : Penagihan Pajak 
       Konstanta sebesar -323,197 menyatakan bahwa jika variabel independen 
dianggap konstan, maka rata-rata penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan 
sebesar -323,197. 
       Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (KWP) memiliki koefisien 
regresi sebesar 15,903. Koefisien bernilai positif, berarti terjadi pengaruh yang 
positif antara kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan penerimaan Pajak Penghasilan 
Pasal 25/29 Badan. Setiap kenaikan 1% dari kepatuhan Wajib Pajak Badan akan 
menyebabkan kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan sebesar 
15,903. 
       Berdasarkan Tabel 4.7, hasil uji statistik t untuk variabel Tingkat Kepatuhan 
Wajib Pajak Badan (KWP) memiliki nilai t hitung sebesar 1,246 dengan tingkat 
signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,224. Dari hasil tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa Ha1 ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan 
Wajib Pajak Badan tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 25/29 Badan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari 
Migang dan Dirmayani (2017), Kastolani dan Ardiyanto (2017) serta Anam et al. 
(2018) yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh 
terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Namun berbeda dengan penelitian 
dari Susanti et al. (2014), Putra dan Hapsari (2015), Rahmawati et al. (2014), 
Darmayani dan Herianti (2017), Prihastanti dan Kiswanto (2015), Mahendra dan 
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Sukartha  (2014), serta penelitian dari Putri dan Pratomo (2014) yang menyatakan 
bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh signifikan pada penerimaan 
Pajak Penghasilan Badan.   
       Kepatuhan Wajib Pajak yang dilihat dari persentase perbandingan jumlah SPT 
PPh 25/29 yang dilaporkan tepat waktu dengan jumlah Wajib Pajak Badan yang 
terdaftar setiap bulan ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan 
Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan. Hal ini dapat dilihat dari berdasarkan uji 
statistik deskriptif, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (KWP) memiliki nilai 
rata-rata sebesar 10,58%, dimana dari 31 observasi yang memiliki tingkat 
kepatuhan diatas rata-rata hanya sebanyak 8 observasi dan sisanya sebesar 23 
observasi memiliki tingkat kepatuhan dibawah rata-rata. 
       Berdasarkan data penelitian 31 observasi pada tahun 2013-2017, dari jumlah 
keseluruhan SPT PPh Pasal 25/29 Badan yang dilaporkan tepat waktu, terdapat 
rata-rata sebesar 82,67% menyampaikan SPT PPh Pasal 25/29 Badan yang 
berjumlah nihil dan sisanya sebesar 17,33% yang Kurang Bayar. Rata-rata 
ketepatan waktu pelaporan SPT PPh Pasal 25/29 Badan nihil lebih besar 
dibandingkan rata-rata ketepatan waktu pelaporan SPT PPh Pasal 25/29 Badan 
kurang bayar. Ketika ketepatan waktu pelaporan SPT PPh Pasal 25/29 Badan nihil 
lebih besar dibandingkan ketepatan waktu pelaporan SPT PPh Pasal 25/29 Badan 
kurang bayar sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 25/29 Badan.  
       Variabel Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan (PWP) memiliki koefisien 
regresi sebesar 452,903. Koefisien bernilai positif, berarti terjadi pengaruh yang 
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positif antara pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan dengan penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 25/29 Badan. Setiap kenaikan 1% pertumbuhan jumlah Wajib 
Pajak Badan akan menyebabkan kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 
25/29 Badan sebesar 452,903. 
       Berdasarkan hasil uji statistik t diketahui bahwa variabel Pertumbuhan Jumlah 
Wajib Pajak Badan (PWP) memiliki nilai t hitung sebesar 2,185 dengan nilai 
signifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,038. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 
Ha2 diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan jumlah Wajib Pajak 
Badan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 
Badan. Hal ini selaras dengan penelitian dari Arisandi (2015) dan Hariyanto et al. 
(2014) menyatakan bahwa Wajib Pajak Badan memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Namun berbeda dengan 
penelitian Putra dan Hapsari (2015) dan Putri dan Pratomo (2014) yang menyatakan 
bahwa pertumbuhan jumlah Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap 
penerimaan Pajak Penghasilan Badan.  
       Variabel Pemeriksaan Pajak (PMP) memiliki koefisien regresi sebesar -7,152.  
Koefisien bernilai negatif, berarti terjadi pengaruh yang negatif antara pemeriksaan 
pajak dengan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan. Setiap terjadi 
kenaikan 1% pemeriksaan pajak maka akan menyebabkan penurunan penerimaan 
Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan sebesar 7,152. Hal ini disebabkan karena 
Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pelunasan kekurangan pembayaran 
perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Banyaknya 
SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan tetapi jumlah pajak yang masih harus 
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dibayarkan tidak dilunasi mengakibatkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 
25/29 Badan tidak meningkat. Jangka waktu pelunasan SKPKB dan SKPKBT 
selama 30 hari setelah diterbitkannya SKPKB dan SKPKBT. Apabila SKPKB dan 
SKPKBT tidak dilunaskan sesuai dengan tanggal jatuh tempo, dapat diterbitkan 
Surat Teguran. Surat Teguran diterbitkan dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh 
tempo. Apabila dalam jangka waktu 21 hari sejak surat teguran diterbitkan, Wajib 
Pajak yang bersangkutan tidak melunasi utang pajaknya, maka diterbitkan surat 
paksa. Dalam waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan namun belum 
mendapat respon, juru sita pajak dapat melakukan penyitaan. Dengan semakin 
lamanya jangka waktu pelunasan SKPKB dan SKPKBT maka menyebabkan 
pemeriksaan pajak mempunyai arah negatif terhadap penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 25/29 Badan.  
       Berdasarkan hasil uji statistik t diketahui bahwa variabel Pemeriksaan Pajak 
(PMP) memiliki nilai t hitung sebesar -1,557 dengan nilai signifikansi diatas 0,05 
yaitu sebesar 0,132. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Ha3 ditolak, sehingga dapat 
dinyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 25/29 Badan. Hal ini selaras dengan penelitian dari Rahmawati 
et al. (2014), Prihastanti dan Kiswanto (2015) serta Putri dan Pratomo (2015) yang 
menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan 
Pajak Penghasilan Badan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Migang dan Dirmayani (2017), Susanti et al. (2014), Anam et al. (2018), Fadhilah 
dan Andi (2016) dan Mahendra dan Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa 
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pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan pada penerimaan Pajak 
Penghasilan Badan.  
       Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencegah 
adanya tindakan-tindakan kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak yaitu dengan 
melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji 
kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya apakah sudah 
dilakukan dengan benar dan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Hasil dari 
pemeriksaan pajak adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Apabila Surat yang 
diterbitkan adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) maka terdapat potensi 
penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dengan terbitnya SKPKB dan SKPKBT 
memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan 
disebabkan karena semakin banyak dilakukan pemeriksaan pajak maka DJP akan 
dapat mengetahui apakah Wajib Pajak telah melaksanakan pemenuhan 
kewajibannya dengan benar serta dapat mendeteksi apabila terjadi kecurangan yang 
dilakukan Wajib Pajak dan agar dapat mendorong Wajib Pajak untuk membayarkan 
kekurangan pajak yang terutang dengan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
       Pemeriksaan Pajak (PMP) yang diukur dengan persentase perbandingan antara 
jumlah nilai (Rupiah) SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh KPP setiap 
bulannya dengan jumlah total nilai (Rupiah) PPh Pasal 25/29 Badan yang berhasil 
dihimpun setiap bulan oleh KPP dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan. Setiap lembar SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan mempunyai 
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nominal yang berbeda-beda. Jangka waktu pelunasan SKPKB dan SKPKBT ini 
berdasarkan Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 harus dilunasi 
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKPKB dan 
SKPKBT.  
       Dari keseluruhan data, Pemeriksaan Pajak (PMP) memiliki rata-rata sebesar 
4,39% terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, dimana dari 31 
observasi, hanya terdapat 6 observasi yang memiliki pemeriksaan pajak diatas rata-
rata dan sisanya sebanyak 25 observasi yang memiliki pemeriksaan pajak dibawah 
rata-rata. Dari 31 observasi selama periode masa pajak 2013-2017, terdapat 
sebanyak 78,5% SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan tersebut 
dilunasi/dibayarkan melebihi jangka waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. 
Hanya sebesar 21,5% yang membayarkan/melunaskan SKPKB serta SKPKBT 
dalam periode waktu sebelum jatuh tempo. Dari beberapa sampel data SKPKB dan 
SKPKBT yang diterbitkan, jumlah rata-rata jangka waktu pelunasan penerbitan 
SKPKB dan SKPKBT sampai dengan pelunasan SKPKB dan SKPKBT adalah 
selama 174 hari. Hal ini mengakibatkan tidak berpengaruhnya penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 25/29 Badan yang seharusnya diterima oleh Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama Serpong. 
       Variabel Penagihan Pajak (PNP) memiliki koefisien regresi sebesar -0,009. 
Koefisien bernilai negatif, berarti terjadi pengaruh yang negatif antara Penagihan 
Pajak dengan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan. Setiap terjadi 
kenaikan 1% penagihan pajak maka akan menyebabkan penurunan penerimaan 
Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan sebesar 0,009. Banyaknya STP yang 
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diterbitkan tetapi tidak diiringi dengan penerimaan realisasi perpajakan disebabkan 
karena adanya hambatan yang terjadi dalam pencairan piutang. Berdasarkan 
laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018, hambatan yang terjadi dalam 
pencairan piutang pajak adalah penentuan prioritas penagihan yang belum tepat, 
belum optimalnya kualitas tindakan penagihan, belum maksimalnya ketertiban 
administrasi penagihan, keterbatasan kuantitas dan kualitas Juru Sita Pajak Negara 
(JSPN), kerjasama dalam rangka penagihan pajak dengan internal maupun 
eksternal masih belum maksimal. Hal ini mengakibatkan penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 25/29 Badan tidak dapat terealisasikan secara maksimal sehingga 
menyebabkan penagihan pajak memiliki arah negatif terhadap penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 25/29 Badan. 
       Berdasarkan hasil uji statistik t diketahui bahwa variabel Penagihan Pajak 
(PNP) memiliki nilai t hitung sebesar -0,137 dengan nilai signifikansi diatas 0,05 
yaitu sebesar 0,892. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Ha4 ditolak, sehingga dapat 
dinyatakan bahwa Penagihan Pajak (PNP) tidak berpengaruh terhadap penerimaan 
Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Darmayani dan Heriyanti (2017), yang menyatakan bahwa 
penagihan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak 
Penghasilan Badan. Namun berbanding terbalik dengan penelitian dari Migang dan 
Dirmayani (2017), Mahendra dan Sukartha (2014), Anam et al. (2018), Fadhilah 
dan Andi (2016), Setiawati et al. (2017), dan Sari et al. (2015) yang menyatakan 
bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak 
Penghasilan Badan. 
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       Penagihan Pajak (PNP) yang diukur dengan persentase perbandingan antara 
jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih dalam satu bulan dengan jumlah 
tunggakan pajak yang diterbitkan dalam satu bulan tidak berpengaruh signifikan. 
Pada dasarnya semakin tinggi penagihan pajak maka akan meningkatkan 
penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan. Setiap lembar STP mempunyai 
nominal yang berbeda-beda sesuai dengan sanksi administrasi yang berupa bunga 
maupun denda yang diterima Wajib Pajak bersangkutan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. STP digunakan untuk menagih utang dan/atau 
sanksi administrasi berupa bunga maupun denda, dengan jatuh tempo pelunasan 
paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya STP tersebut. Namun STP yang 
diterbitkan belum tentu dapat meningkatkan penerimaan pajak karena Wajib Pajak 
yang bersangkutan belum tentu membayarkan atau melunasi pada saat masa yang 
sama saat itu juga, tetapi dapat juga dilunasi oleh Wajib Pajak pada bulan atau tahun 
mendatang sehingga melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan.  
       Pada penelitian ini dari 31 observasi selama periode masa pajak 2013-2017, 
terdapat sebanyak 71,25% STP yang diterbitkan tersebut dilunasi/dibayarkan lebih 
dari jangka waktu yang telah ditentukan dan hanya sebesar 28,75% yang 
membayarkan/melunaskan STP dalam periode waktu yang telah ditentukan. Dari 
beberapa sampel data STP yang diterbitkan, jumlah rata-rata jangka waktu 
pelunasan dari dimulainya penerbitan STP sampai dengan pelunasan STP adalah 
selama 91 hari. Hal ini mengakibatkan tidak berpengaruhnya penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 25/29 Badan yang seharusnya diterima oleh Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama Serpong. 
